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Abstrak

Pengelolaan fasilitas umum yang kurang optimal di lembaga penegak hukum sering kali memicu
ketidaknyamanan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Kegiatan pengabdian masyarakat
melalui kajian analisis situasi ini bertujuan untuk mengevaluasi manajemen sarana dan
prasarana dalam mendukung kenyamanan pelanggan publik bersama mitra sasaran Kejaksaan
Negeri Kabupaten Malang. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif
deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pengelola serta pengguna
layanan, dan dokumentasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa fasilitas pelayanan secara umum
telah tersedia dan tertata rapi. Pada aspek inklusivitas luar gedung, mitra telah menyediakan
guiding block dan ramp kursi roda yang memadai. Namun, ditemukan titik kritis berupa
keterbatasan kapasitas ruang tunggu pada jam padat kunjungan, pola pemeliharaan yang
cenderung reaktif, serta belum tersedianya kursi tunggu prioritas dan loket khusus kelompok
rentan di dalam ruangan. Solusi yang direkomendasikan mencakup penerapan skema
pemeliharaan preventif secara berkala serta penataan interior ruang pelayanan yang inklusif
demi mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima, aman, dan berkeadilan bagi
seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: Manajemen Sarana Prasarana, Kenyamanan Pelanggan, Pelayanan Publik,
Kejaksaan Negeri.

Analysis Of Facilities And Infrastructure Management In Supporting
Public Customer Comfort In The District Prosecutor's Office Of Malang
Regency

Abstract

Sub-optimal management of public facilities in law enforcement institutions often triggers
discomfort for the public seeking justice. This community service activity through situational
analysis aims to evaluate facilities and infrastructure management in supporting public customer
comfort with the partner, the State Attorney of Malang Regency. The implementation method used
a descriptive qualitative approach through field observations, in-depthinterviews with managers
and service users, and documentation. The results indicated that service facilities are generally
available and neatly arranged. In terms of outdoor accessibility, the partner has provided adequate
guiding blocks and wheelchair ramps. However, critical points were found in the form of limited
waiting room capacity during peak visiting hours, a reactive maintenance pattern, and the absence
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of priority seating or special counters for vulnerable groups inside the room. The recommended
solutions include implementing a systematic preventive maintenance scheme and organizing an
inclusive service room interior to support excellent, safe, and equitable public services for all levels

of society.

Keywords: Facilities Management, Customer Comfort, Public Services, State Attorney.

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah yang bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat sebagai warga negara. Di era reformasi birokrasi,
tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada
pengguna layanan semakin meningkat, termasuk pada lembaga penegak hukum seperti
Kejaksaan Negeri. Kualitas pelayanan yang baik tidak hanya diukur dari kecepatan prosesnya,
melainkan juga dari integrasi pengelolaan fasilitas dan kenyamanan yang dirasakan langsung
oleh masyarakat sebagai pelanggan publik. Oleh karena itu, institusi hukum dituntut untuk
mampu menciptakan lingkungan pelayanan yang kondusif guna menjaga citra dan kepercayaan
masyarakat (Sarastika, A., Yulfa, A. 1., & Wardani, 2024)

Manajemen sarana dan prasarana dalam konteks pelayanan publik merupakan proses
strategis yang mencakup perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga evaluasi
fasilitas yang tersedia. Sarana mencakup berbagai peralatan yang digunakan secara langsung
dalam proses pelayanan seperti ruang pelayanan, ruang tunggu, meja layanan, sistem antrean,
serta media informasi. Sementara itu, prasarana meliputi infrastruktur pendukung, seperti
gedung, tata ruang, aksesibilitas, fasilitas parkir, sanitasi, serta fasilitas bagi kelompok rentan.
Manajemen yang efektif tidak hanya berorientasi pada ketersediaan fasilitas, tetapi juga pada
kesesuaian fasilitas dengan kebutuhan nyata pengguna layanan (Lusiana et al., 2025)

Kenyamanan pelanggan publik merupakan kondisi di mana masyarakat merasa aman,
tenang, dan puas selama menerima pelayanan dari instansi pemerintah. Aspek kenyamanan ini
tidak hanya bersifat fisik yang didorong oleh kebersihan dan kerapian lingkungan, melainkan
juga bersifat psikologis yang dipengaruhi oleh kemudahan aksesibilitas dan kejelasan informasi.
Dalam ekosistem pelayanan modern, sarana dan prasarana yang memadai berkontribusi besar
terhadap pembentukan persepsi positif masyarakat terhadap kualitas pelayanan (Febri Suci &
Ajidin, 2023). Sebaliknya, fasilitas yang tidak terkelola dengan baik akan menimbulkan
ketidaknyamanan, memperlambat alur kerja, dan langsung menurunkan tingkat kepuasan
publik (Prihatin et al.,, 2022).

Sebagai mitra sasaran dalam kegiatan hilirisasi kajian ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten
Malang yang terletak di wilayah dengan tingkat mobilitas tinggi menghadapi tantangan nyata
dalam mengelola kenyamanan fisik pelanggannya. Berdasarkan potret kondisi di lapangan,
ditemukan beberapa fenomena permasalahan krusial. Pada jam-jam sibuk dengan volume
kunjungan tinggi, kapasitas ruang tunggu yang tersedia belum sepenuhnya mampu
mengakomodasi seluruh pengguna layanan secara optimal sehingga memicu penumpukan
antrean. Di samping itu, infrastruktur fisik yang ada belum sepenuhnya menerapkan prinsip
inklusivitas, ditandai dengan masih minimnya fasilitas penunjang ramah disabilitas dan
kelompok rentan seperti lansia atau ibu hamil, serta pola pemeliharaan fasilitas gedung yang
belum berjalan secara berkala (Xu et al., 2023).

Berdasarkan fenomena permasalahan konkret tersebut, kegiatan ini ditujukan untuk
mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat serta merumuskan rekomendasi perbaikan
kualitas pengelolaan fasilitas. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diangkat adalah:
bagaimana manajemen sarana dan prasarana dalam mendukung kenyamanan pelanggan publik
di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang? Melalui kegiatan pengabdian yang berbasis pada bukti
empiris ini, diharapkan dapat dihasilkan luaran berupa masukan evaluatif yang aplikatif bagi
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pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang demi mendukung terwujudnya pelayanan publik
yang ramah pengguna, inklusif, dan akuntabel (Kim, 2024).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas kualitas pelayanan publik dan pengelolaan
sarana dan prasarana pada instansi pemerintah, sebagian besar kajian masih berfokus pada
aspek administrasi pelayanan, kepuasan masyarakat secara umum, serta efektivitas birokrasi di
sektor pelayanan publik seperti rumah sakit, sekolah, dan kantor pelayanan administrasi.
Penelitian yang secara khusus mengkaji manajemen sarana dan prasarana dalam mendukung
kenyamanan pelanggan publik pada institusi penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri,
masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan pada
ketersediaan fasilitas secara fisik tanpa mengintegrasikan aspek kenyamanan psikologis,
aksesibilitas kelompok rentan, serta efektivitas pemeliharaan fasilitas sebagai bagian dari
pengalaman pelayanan publik secara menyeluruh. Kondisi tersebut menunjukkan adanya
research gap berupa minimnya kajian empiris yang menghubungkan pengelolaan fasilitas
pelayanan dengan kenyamanan pelanggan publik pada lingkungan pelayanan hukum yang
memiliki karakteristik mobilitas dan sensitivitas pelayanan yang tinggi seperti Kejaksaan Negeri
Kabupaten Malang.

Adapun novelty (kebaruan) dalam kegiatan ini terletak pada pendekatan kajian yang
menempatkan manajemen sarana dan prasarana bukan hanya sebagai unsur pendukung
administratif, melainkan sebagai instrumen strategis dalam membangun kenyamanan
pelanggan publik secara fisik maupun psikologis di lingkungan institusi penegak hukum.
Penelitian ini juga menghadirkan analisis yang lebih komprehensif melalui identifikasi faktor
pendukung dan penghambat pengelolaan fasilitas dengan menekankan aspek inklusivitas
layanan, aksesibilitas bagi kelompok rentan, kapasitas ruang pelayanan pada jam sibuk, serta
pola pemeliharaan fasilitas secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan
mampu memberikan rekomendasi aplikatif dan kontekstual bagi Kejaksaan Negeri Kabupaten
Malang dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih ramah pengguna, inklusif, dan
berorientasi pada kenyamanan masyarakat.

METODE

Kegiatan analisis situasi pengabdian ini dilaksanakan di lingkungan kantor Kejaksaan
Negeri Kabupaten Malang sebagai mitra sasaran utama. Sasaran kegiatan meliputi pihak internal
yang terlibat dalam pengelolaan sarana dan prasarana, seperti pejabat struktural, pegawai
bagian sarana dan prasarana, petugas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), serta masyarakat
Kabupaten Malang selaku pengguna langsung layanan publik kejaksaan. Pemilihan lokasi
dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan tingginya mobilitas pelayanan publik
serta adanya fenomena permasalahan terkait kenyamanan fasilitas pelayanan.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, karena
penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai pengelolaan sarana dan prasarana
dalam mendukung kenyamanan pelanggan publik. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh
gambaran faktual mengenai kondisi fasilitas pelayanan, pola pengelolaan, serta pengalaman
masyarakat selama menerima layanan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara
mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung terhadap kondisi fisik
fasilitas pelayanan, meliputi ruang tunggu, aksesibilitas, kebersihan lingkungan, sistem antrean,
fasilitas kelompok rentan, area parkir, serta sarana penunjang lainnya. Wawancara mendalam
dilakukan kepada pengelola fasilitas, petugas layanan, dan masyarakat pengguna layanan untuk
memperoleh informasi terkait tata kelola sarana prasarana, hambatan pelayanan, serta persepsi
kenyamanan pelanggan publik. Adapun dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa
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arsip administratif, foto kondisi fasilitas, standar operasional prosedur (SOP), dan dokumen
pendukung lainnya.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang
meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi
data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan sesuai fokus penelitian, kemudian data
disajikan dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami dan dianalisis. Tahap akhir
dilakukan melalui penarikan kesimpulan berdasarkan pola temuan yang muncul di lapangan.
Indikator keberhasilan kegiatan diukur berdasarkan kemampuan kajian dalam mengidentifikasi
kondisi aktual sarana dan prasarana, memetakan faktor pendukung dan penghambat
kenyamanan pelanggan publik, serta menghasilkan rekomendasi pengelolaan fasilitas yang
aplikatif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk menjaga keabsahan
data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode, sehingga
data yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang lebih kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sarana dan Prasarana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang

Hasil observasi menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang telah
menyediakan berbagai sarana pelayanan publik yang cukup memadai untuk mendukung proses
pelayanan kepada masyarakat. Sarana tersebut meliputi loket pelayanan terpadu, meja
informasi, ruang tunggu, media informasi prosedur pelayanan, serta fasilitas pendukung seperti
pendingin ruangan (AC) dan pencahayaan yang cukup baik. Penataan ruang pelayanan yang
relatif tertib membantu masyarakat memahami alur pelayanan sehingga proses pelayanan dapat
berlangsung lebih teratur dan nyaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan fisik
pelayanan memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kualitas
pelayanan publik serta meningkatkan kenyamanan pengguna layanan (Tuan et al,, 2022).

Dari aspek prasarana, kondisi gedung pelayanan, akses jalan menuju lokasi, area parkir,
serta fasilitas sanitasi umum dinilai berada dalam kondisi cukup baik dan layak digunakan.
Lingkungan kantor yang bersih dan tertata memberikan kesan profesional serta mendukung
suasana pelayanan yang lebih kondusif bagi masyarakat. Selain itu, akses menuju lokasi
pelayanan relatif mudah dijangkau oleh pengguna layanan sehingga memudahkan masyarakat
dalam memperoleh pelayanan publik (Echaniz et al, 2022). Temuan ini sejalan dengan
penelitian yang menyatakan bahwa kualitas fasilitas fisik dan aksesibilitas pelayanan memiliki
pengaruh terhadap tingkat kenyamanan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
(Deb et al., 2022).

Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pengadaan sarana serta
prasarana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang telah dilakukan dengan mempertimbangkan
kebutuhan pelayanan, prioritas operasional, dan ketersediaan anggaran tahunan. Pengadaan
fasilitas dilakukan secara bertahap sesuai tingkat urgensi pelayanan publik sehingga kebutuhan
dasar pelayanan tetap dapat terpenuhi. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga telah
menerapkan fungsi perencanaan dalam manajemen fasilitas untuk mendukung kelancaran
pelayanan kepada masyarakat. Perencanaan fasilitas yang baik berperan penting dalam menjaga
efektivitas pelayanan publik serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi
(Yeetal, 2023).

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa aspek pemeliharaan fasilitas masih
menjadi kelemahan utama dalam siklus manajemen sarana dan prasarana. Sistem pemeliharaan
yang diterapkan masih bersifat reaktif, di mana perbaikan fasilitas umumnya dilakukan setelah
muncul kerusakan fisik yang cukup signifikan atau ketika fasilitas tidak lagi dapat digunakan
secara optimal. Pola pemeliharaan seperti ini menunjukkan bahwa sistem maintenance belum
sepenuhnya berbasis perencanaan jangka panjang dan belum menerapkan pendekatan preventif
secara berkelanjutan. Padahal, pemeliharaan preventif sangat penting untuk menjaga kualitas
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fasilitas, memperpanjang usia penggunaan aset, serta meminimalkan gangguan terhadap proses
pelayanan publik (Weidner, 2023).

Kondisi pemeliharaan yang belum optimal berpotensi memengaruhi kenyamanan
lingkungan pelayanan dan efektivitas kerja aparatur. Fasilitas yang mengalami kerusakan dalam
jangka waktu tertentu dapat menurunkan kualitas pelayanan serta memunculkan
ketidaknyamanan bagi masyarakat sebagai pengguna layanan. Selain itu, keterbatasan alokasi
anggaran dan jumlah sumber daya manusia pengelola menjadi hambatan utama dalam
optimalisasi siklus manajemen fasilitas. Keterbatasan tersebut menyebabkan proses
pemeliharaan belum dapat dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan
penguatan sistem manajemen fasilitas yang lebih terencana, preventif, dan berkelanjutan agar
kualitas pelayanan publik dapat tetap terjaga secara konsisten (An et al., 2022).

Analisis Dampak Manajemen Fasilitas Terhadap Kenyamanan Pelanggan Publik

Kegiatan analisis situasi ini memberikan nilai tambah bagi Kejaksaan Negeri Kabupaten
Malang melalui penyusunan rekomendasi strategis dalam pengelolaan sarana dan prasarana
pelayanan publik yang lebih berorientasi pada kenyamanan masyarakat. Rekomendasi tersebut
diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan pelayanan melalui pengelolaan fasilitas
yang lebih tertata, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan. Dari perspektif
masyarakat, kondisi fisik lingkungan pelayanan memiliki pengaruh penting terhadap rasa aman,
kenyamanan psikologis, serta pembentukan persepsi positif terhadap kualitas pelayanan dan
legitimasi institusi hukum. Lingkungan pelayanan yang nyaman juga mampu meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap profesionalitas lembaga publik (Huang et al., 2024).

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kenyamanan pelayanan belum sepenuhnya
optimal, terutama pada saat terjadi peningkatan jumlah kunjungan masyarakat. Kapasitas ruang
tunggu yang terbatas menyebabkan sebagian pengguna layanan harus menunggu dalam kondisi
kurang nyaman dan berdesakan karena jumlah tempat duduk yang tersedia belum mampu
menampung seluruh pengunjung secara maksimal. Selain itu, aspek inklusivitas pelayanan baru
terpenuhi pada aksesibilitas luar gedung (Chen & Fu, 2023). Berdasarkan hasil observasi,
institusi telah menyediakan jalur pemandu (guiding block) menuju area Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) untuk penyandang disabilitas netra, serta jalur landai (ramp) di depan pintu masuk
utama bagi pengguna kursi roda. Meskipun akses masuk sudah memadai, penataan fasilitas
inklusif di dalam ruang pelayanan utama masih belum optimal karena belum tersedianya kursi
tunggu prioritas yang dikhususkan bagi lansia, ibu hamil, maupun penyandang disabilitas, serta
belum adanya loket antrean khusus kelompok rentan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian
kelompok masyarakat rentan masih mengalami keterbatasan dalam menerima pelayanan secara
mandiri dan nyaman saat berada di dalam gedung (Janusz et al., 2023).

Selain berdampak pada aksesibilitas fisik, keterbatasan fasilitas inklusif di dalam ruangan
tersebut juga berpengaruh terhadap kenyamanan psikologis masyarakat selama menerima
pelayanan. Ketidaksiapan infrastruktur interior bagi kelompok rentan dapat menimbulkan rasa
kurang aman, ketergantungan terhadap bantuan orang lain, serta persepsi bahwa pelayanan
publik belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena
itu, pengembangan fasilitas aksesibilitas lanjutan seperti pengadaan kursi tunggu khusus
berkode warna (priority seating) di dalam ruang PTSP, penyediaan loket khusus, dan penerapan
sistem antrean prioritas perlu menjadi bagian penting dalam perbaikan manajemen pelayanan
publik secara berkelanjutan agar kenyamanan pelanggan publik dapat terjaga secara konsisten
(Itair et al.,, 2023).

Tabel 1. Hasil Evaluasi Manajemen Fasilitas dan Kenyamanan Pelanggan

Poin Pembahasan Kondisi di Lapangan =~ Dampak  Terhadap Rekomendasi Solusi
Kenyamanan Publik

Kondisi Sarana & Fasilitas utama Penumpukan antrean Perluasan area
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Prasarana (loket, AC, parkir, membuat sebagian tunggu portabel
gedung) cukup baik, pengunjung (semi-outdoor
namun kapasitas berdesakan dan dengan kanopi) dan
ruang tunggu kurang nyaman penambahan kursi
terbatas pada jam
sibuk

Sistem Manajemen Perencanaan dan Keterlambatan Pengalihan sistem ke
pengadaan sudah perbaikan fasilitas pemeliharaan
berbasis skala dapat mengganggu preventif (preventive
prioritas, tetapi kontinuitas dan maintenance) secara
pemeliharaan masih kenyamanan berkala
bersifat reaktif pelayanan
(menunggu rusak)

Kenyamanan Inklusif  Guiding block dan Kelompok rentan Pengadaan kursi
ramp kursi roda (disabilitas, lansia, tunggu khusus
sudah ada di luar ibu hamil) sudah berkode warna
pintu masuk, tetapi mudah untuk masuk (priority seating) di
di dalam ruangan gedung, namun dalam ruang PTSP
belum ada kursi kurang nyaman saat dan penerapan
prioritas atau loket menunggu proses sistem antrean
khusus kelompok layanan di dalam prioritas
rentan

71
£ '.‘3
!‘4\&/ >
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Gambar 1. Suasana pelayanan publik dan kondisi fasilitas di ruang PTSP Kejaksaan Negeri
Kabupaten Malang.

SIMPULAN

Implementasi manajemen fasilitas serta analisis dampak manajemen fasilitas terhadap
kenyamanan pelanggan publik di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Secara umum,
penyediaan fasilitas pelayanan publik sudah cukup memadai dalam mendukung proses
pelayanan, terutama dari aspek Kketersediaan sarana dasar seperti ruang tunggu, loket
pelayanan, dan fasilitas pendukung, serta aksesibilitas gedung yang relatif baik, meskipun masih
terdapat keterbatasan pada kapasitas ruang dan kelengkapan fasilitas inklusif bagi kelompok
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rentan. Dari sisi manajemen, fungsi perencanaan dan pengadaan fasilitas telah berjalan sesuai
kebutuhan dan prioritas layanan serta menyesuaikan anggaran yang tersedia, namun aspek
pemeliharaan masih belum optimal karena cenderung bersifat reaktif dan belum menerapkan
sistem preventif yang berkelanjutan. Kondisi tersebut berdampak pada kenyamanan pengguna
layanan, terutama pada jam sibuk yang menyebabkan penumpukan antrean serta masih
kurangnya kenyamanan bagi kelompok lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas, sehingga
menunjukkan bahwa kualitas sarana, prasarana, dan pengelolaan fasilitas memiliki pengaruh
penting terhadap tingkat kenyamanan, kepuasan, serta persepsi masyarakat terhadap pelayanan
publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan manajemen sarana dan prasarana yang lebih
terencana, inklusif, dan berorientasi pada pemeliharaan berkelanjutan agar kualitas pelayanan
publik di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dapat semakin optimal dan responsif terhadap
kebutuhan seluruh pengguna layanan.
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